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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Praktik overpackaging atau penggunaan kemasan berlebihan dalam 

produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang dipasarkan melalui e-

commerce seperti Shopee masih terjadi cukup sering dan menimbulkan 

berbagai tanggapan dari konsumen. Overpackaging yang dimaksud adalah 

penggunaan kemasan secara berlebihan, baik dari segi jumlah bahan 

kemasan maupun desain kemasan yang tidak sesuai dengan ukuran atau 

kebutuhan perlindungan produk. Dalam praktiknya, pelaku usaha 

seringkali mengemas produk berukuran kecil seperti jilbab, aksesoris, 

atau jam tangan dengan kemasan besar dan berlapis, termasuk bubble 

wrap tebal, kotak kardus besar, dan plastik tambahan. kenyataannya 

banyak konsumen merasa dirugikan, baik dari sisi efisiensi, biaya 

pengiriman yang meningkat, maupun dampak lingkungan akibat limbah 

kemasan. Dengan demikian, overpackaging dalam produk FMCG di Shopee 

merupakan isu yang penting untuk diperhatikan, agar pelaku usaha lebih 

bijak dalam penggunaan kemasan dan mampu menghadirkan nilai 

fungsional sekaligus ramah lingkungan dalam setiap produk yang 

dipasarkan. 

2. Shopee hingga saat ini belum memiliki regulasi internal yang bersifat 

mengikat terhadap seller terkait praktik pengemasan produk. Pedoman 

pengemasan yang tersedia masih bersifat teknis dan lebih berfokus pada 

keamanan pengiriman, bukan pada efisiensi atau keberlanjutan. Selain itu 

kurangnya pengawasan terhadap seller menyebabkan praktik 

overpackaging masih sering terjadi di platform tersebut.  

3. Dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), overpackaging tanpa informasi yang 
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jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, 

jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf 

b. Praktik ini juga bertentangan dengan asas keadilan dalam transaksi 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUPK, serta berpotensi 

menyebabkan kerugian materiil yang dapat digugat berdasarkan Pasal 19 

ayat (1). Dalam perspektif hukum Islam, Overpackaging bertentangan 

dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Kemasan yang 

berlebihan dapat menimbulkan persepsi yang salah terhadap isi produk, 

sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi, yang 

dilarang dalam Islam karena dapat merugikan konsumen. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pelaku usaha di platform e-commerce seperti Shopee, hendaknya 

menerapkan prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengemasan 

produk. Gunakan kemasan yang sesuai dengan fungsi perlindungan 

barang, tanpa melebih-lebihkan untuk kepentingan estetika semata yang 

berujung pada pemborosan, dan disarankan untuk membuat regulasi 

internal yang mewajibkan transparansi biaya pengemasan, menyediakan 

opsi “kemasan ramah lingkungan” bagi konsumen, serta menampilkan 

label apakah kemasan termasuk dalam komponen harga. 

2. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

perlu melakukan pengawasan dan edukasi terhadap pelaku usaha terkait 

dampak lingkungan dari overpackaging serta memberikan pedoman 

khusus tentang standar kemasan produk di platform digital. 

3. Kepada konsumen, penting untuk meningkatkan kesadaran kritis 

terhadap praktik overpackaging dan mulai memilih produk dengan 

kemasan minimalis dan ramah lingkungan. Konsumen juga dapat 
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melaporkan praktik yang merugikan atau menyesatkan kepada pihak 

yang berwenang. 

4. Dari sisi hukum Islam, edukasi muamalah yang sesuai dengan prinsip 

keberlanjutan dan etika bisnis Islami perlu terus disosialisasikan kepada 

pelaku usaha dan masyarakat Muslim. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, 

kesederhanaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan harus menjadi 

landasan dalam aktivitas bisnis di era digital. 
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